Kalsel Paling Lambat Serap Dana Desa

REALISASI HSS KOTABARU TOTAL

DANA DESA Pagu: Rp118.303.532.000 Pagu: Rp170.648.341.000 Pagu: Rp1.525.770.457.000
Realisasi: Rp93.443.935.944 | Realisasi: Rp98.617.777.398

DI KAI-SEL Realisasi: Rp1.238.402.985.264

HST HSU
BANJAR Pagu: Rp129.319.968.000 Pagu: Rp172.389.277.000
Pagu: Rp216.543.807.000 Realisask: Rp117125.174.561 Realisasi: Rp169.741796.014
Realisasi: Rp171.494.902 477

BATOLA TANAH BUMBU
;‘;;f’;p‘#ggn 741500 Pagu:Rp154.055.221.000 Pagu: Rp122.791.351.000
Realisasi: Rp78.934 385,330 Realisasi Rp134.724.646.595 | Realisasi: Rp113.362.518.944
= TABALONG BALANGAN

Pagu: Rp109.057.503.000 Pagu:Rp119.613.825.000
Pagu:Rp102.973.891.000 , SR
Realisasi: Rp84.731790.926 Realisask: Rp85.452.302.521 | Realisasi: Rp90.773.754.554
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Dana desa yang disalurkan pemerintah pusat ke Kalsel tahun ini nilainya sebesar Rp1,5 triliun.
Namun, hingga Oktober tadi, baru terserap sebesar Rpl,2 triliun. Kabupaten Kotabaru terdata paling
lamban menyerap. Persentasenya di bawah 60 persen, atau baru 57,79 persen. Kotabaru sendiri mendapat
pagu sebesar Rp170.648.341.000 untuk 198 desa. Namun, yang baru terealisasi sebesar Rp98.617.777.398.
“Kondisi geografis salah satu faktor realisasi lamban,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
(PMD) Kalsel, Zulkifli.

Dari 11 kabupaten, hanya Kotabaru yang baru terealisasi di bawah 60 persen. 10 kabupaten lain rata-
rata sudah menyerap 70-90 persen. Paling tinggi adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara, realisasinya
mencapai 98,46 persen atau sebesar Rp169.741.796.014, dari pagu sebesar Rp172.389.277.000 untuk 214
desa. Realisasi tinggi disusul Tanah Bumbu dengan realisasinya mencapai 92,32 persen atau sebesar
Rp113.362.518.944, dari pagu, Rp122.791.351.000 untuk 144 desa. “Faktor masih rendah realisasi selain
kendala geografis wilayah desa, juga disebabkan perubahan kebijakan di tingkat kabupaten,” terang Zul.

Dipaparkannya, dari data Kementerian Keuangan yang didapatnya, realisasi belanja dana desa di
Kalsel periode Januari sampai 29 Oktober tadi termasuk yang rendah. Berada diurutan 28. Bahkan
realisasinya berada di bawah rata-rata nasional. Relisasi belanja dana desa Kalsel persentasenya sebesar
40,20 persen. Sementara rata-rata nasional persentasenya sebesar 45,62 persen. Jumlah desa di Kalsel
sendiri sebanyak 1.864. Untuk penyaluran dana desa melalui BLT desa, reealisasinya sebesar
Rp465.311.100.000. Sedangkan non BLT desa realisasinya sebesar Rp713.620.410.280. Sementara
penyaluran 8 persen untuk penanganan Covid-19 realisasinya sebesar Rp59.471.473.120. “Total realisasi
dana desa di Kalsel mencapai Rp1.238.402.983.400,” sebut Zul.

Kementerian keuangan merinci kendalanya, seperti ketentuan terkait penyaluran dana desa tahun
2021 yang cukup dinamis. Selain itu ada kendala lain seperti KPM yang meninggal dunia atau KPM yang
sudah tidak layak menerima BLT, diputuskan dalam Musdessus. Namun proses Musdessus memerlukan
waktu yang lama. Kendala lain, adanya pergantian (mutasi) pegawai yang menangani penyaluran Dana
Desa di Pemda. Faktor komitmen kepala daerah juga disorot. Bupati sibuk atau sering tidak ada ditempat
sementara mereka tidak menunjuk pejabat yang dapat melakukan penandatanganan surat pengantar
dokumen penyaluran dana desa.
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Kemeneterian juga menyebut, kendala lain adalah terjadi penyimpangan atau kasus hukum oleh
Kepala Desa dan terdapat desa inaktif-- seperti di Wonorejo, Kabupaten Balangan-- yang sampai saat ini
masih masuk dalam daftar Desa yang masih memperoleh alokasi Dana Desa. Desa tersebut saat ini dalam
proses penggabungan dengan Desa Sumber Rezeki.

Pada sumber yang berbeda disampaikan Pelaksana Tugas (PIt) Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa (DPMD) Kotabaru Johannor mengatakan, dana desa hingga kini belum cair. Dari 198 desa di
Kabupaten Kotabaru, sekitar 77 desa sudah menyelesaikan berkasnya, diproses dan diserahkan ke Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). "Saya sudah minta kabid membidangi koordinasi ke
BPKAD. Apa permasalahannya jadi belum dicairkan," jelas Johannor kepada banjarmasinpost.co.id,
kemarin. Padahal lebih 70 desa sudah melengkapi mulai dari penyusunan APBDes, serta persyaratan-
persyaratan menjadi ketentuan.

Namun informasi sementara didapat, lanjut Johannor, belum dicairkan anggaran desa menyusul
adanya perhitungan dengan BPJS. "Tidak salah BPJS Kesehatan. Di situ ada pembebanan. Satu persen di
bebankan kepada peserta dan empat persennya dibebankan kepada daerah,” terangnya kepada
banjarmasinpost.co.id. luran BPJS Kesehatan dibebankan ke masing-masing peserta dipotongkan pada
penghasilan tetap (Siltap). "ltu yang masih, sehingga belum ada pencairan. Informasi karena ada perbedaan
permintaan kawan-kawan di desa," ucapnya.

Sementara pembayaran iuran, BPJS menyesuaikan bulan, sampai dengan bulan April. Sementara
siltap aparatur desa dibayarkan per triwulan. Selain penganggarannya hanya sampai maret. "Nah disitulah,
sehingga belum diproses di sana (BPKAD). Tapi bisa diperjelas lagi ke BPKAD. Itu infonya jadi
keterlambatan pencairan APBDes," seru Johannor kepada banjarmasinpost.co.id. Sedangkan separu lebih
desa yang belum, karena masih proses penyusunan revisi APBDes. "Penyusunan sebetulnya rampung di
awal maret. Tiba ada surat Mendagri terkait refocusing anggaran. Sebesar 8 persen dari besaran APBDes
harus dianggarkan untuk penanganan Covid-19. "Karena itu dirubah lagi APBDes-nya," tutup Johannor.

Sumber berita:

1. https://kalsel.prokal.co/read/news/45258-kalsel-paling-lambat-serap-dana-desa
2. https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/04/14/dana-desa-2021-di-kotabaru-belum-cair-begini-
penjelasan-plt-kadis-pmd.

Catatan:

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun
2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana
diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara! dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 20202

1 https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016
2 https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139739/permendes-pdtt-no-6-tahun-2020

Catatan Berita UIDIH BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan/Suryo Hadi N 2


https://kalsel.prokal.co/read/news/45258-kalsel-paling-lambat-serap-dana-desa
https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/04/14/dana-desa-2021-di-kotabaru-belum-cair-begini-penjelasan-plt-kadis-pmd
https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/04/14/dana-desa-2021-di-kotabaru-belum-cair-begini-penjelasan-plt-kadis-pmd
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139739/permendes-pdtt-no-6-tahun-2020

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa
dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal
usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020
Pasal 1 ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang
selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah
dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa
yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Pemerintahan Desa
adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa
adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan
tahunan Pemerintahan Desa.

Penggunaan Dana Desa

1.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan
masyarakat, dan kemasyarakatan;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa
diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa
mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah
Desa;
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4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020
Pasal 5 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan
kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020
Pasal 5 ayat (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud harus memberikan
manfaat sebesarbesarnya bagi masyarakat Desa berupa :

a. peningkatan kualitas hidup diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan
di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup
masyarakat.

b. peningkatan kesejahteraan diutamakan untuk:
1) membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
2) menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
3) meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin;
4) meningkatkan pendapatan asli Desa.
c. penanggulangan kemiskinan;
Diutamakan untuk:
1) membiayai program penanggulangan kemiskinan;
2) melakukan pemutakhiran data kemiskinan;

3) melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk
menyediakan lapangan kerja;

4) menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur,
setengah menganggur, keluarga miskin;

5) melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).

d. peningkatan pelayanan public diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang
kesehatan, pendidikan, dan sosial.

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020
Pasal 8 ayat (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud antara lain :

a. huruf d angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan
prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana alam dan non alam; dan

b. huruf e angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan
prasarana lingkungan sosial untuk bencana sosial.

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020
Pasal 8A ayat (1) huruf a; Bencana nonalam sebagaimana dimaksud merupakan bencana yang
terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau
menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa: a. Pandemic Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19): %"
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8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020
Pasal 8A ayat (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana Desa kepada
keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
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